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Mengingat 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

I 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
I 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
I 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
! 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran 
~ang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di 
~abupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran 

I 

Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
I 

2024; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di 

: . 
Kabupaten BombanaTahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Ihdonesia Tahun 1945; 

I ' 

2. {!ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

I • 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. U ndang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 

I 

Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
' Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 

Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 
I . 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
I 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
I 

~' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

:DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA, 

TAHUN ANGGARAN 2024 
ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA 

! 

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN 

TENTANG 

BUPATI BOMBANA 
PROVINSI SULA \J/ESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ':1 TAHUN 2024 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

! . . ; 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

I I . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

i 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
I 

N?mor 6573); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
: 

244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
' . 

5987) sebagaimana telah diubah beberapa kali · terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

I 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

I 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

t 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. 
Tkibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

I . ' 
9. Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
I 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nbmor 6322); .. 

10. Pbraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

I 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
I 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
I . . 

Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sJbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

! ., 

11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
P~merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
N~gara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Mente;i Dal~ Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pernbentukan Produk :Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Iridonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
d~ngan Peraturan Me~teri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Perubahan Atas Perathran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

. . 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

: 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Peinerintahan Daerah. 
'i Bupati adalah Bupati Bombana. 
-+ Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 

' 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN 

I 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024. 

\1 enetapkan 

MEMUTUSKAN : 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

14. P~raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
P~ngelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Keuangan Desa; 

17. P~raturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bombana; 

18. P~raturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Bombana; 

19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima 
Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima 

I 

Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bombana; 

20. P~raturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

I 

Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 55 Tahun 2019 .tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa 
BJrdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

21. P~raturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
I 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

! 

Keuangan Desa; 
I 
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S Desa adalah desai dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
. . I 

disebut Desa adhlah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
' I . • yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemenntahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
.usul, . dan/atau j hak tradisional y¥1g diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. .Pemerintahan Besa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan ma~yarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

.' I, 
Repu blik Indonesia. 

r Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangk4t Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Sekretaris Desa !adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa 
. . . . I . 
dalam bidang tertib administrasi,l Pemerintahan dan Pembangunan serta 
Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

I . 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang: selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

. penduduk Desa berdasarkan ket~rwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
·· demokratis. ; . 

10. Wilayah atau Dlisun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam 
I 

. Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
1 l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah -Desa yang selanjutnya disingkat RPJM 

Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
Tahun. : 

12 .. Rencana Kerja [Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13:Peraturan Desa !adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala 
Desa bersama Bk.dan Permusyawaratan Desa. 

14. Keputusan DesJ adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 
I . 

1 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang . selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli 
I 

'atau diperoleh atas beban APB Desaatau perolehan hak lainnyayang Sah. 
l 7: Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi 

i : 
Dana.Desa. l 

l 

18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat 
I . . 

· Desa yang dian~kat berdasarkan Keputusan Kepala Desa. 
1 9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Pf PKO 

adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala 
I ' Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. 
I : 

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 
yang diterima jKabupaten dalam Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah 

. Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
2 1. Bantuan Keuahgan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan I . . . 

keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan 
. I 

· keuangan yang ;digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, 
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa. 

! 
i 
! 

' 
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BAB III 
SUMBERDANA 

! Pasal 5 
( 1) Sumber dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan' Belanja Daerah KabupatenBombana Tahun Anggaran 2024. 
:2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar lOo/o (sepuluh Persen) dari dana 

perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten. 
( 3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggara n 

2024 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. sumber dana; i 

. I 

b. pengalokasian d8f- penetapan besaran dana Alokasi Dana Desa; 
c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa; 
d. tahapan penyaluran; 

! 

e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; . . I . . 

f. sanksi penundaan; dan 
g. pembinaan dan pengawasan. 

I 

Pasal 3· 
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: 

I 

a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana 
I 

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024; 
b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 

. I . 

2024 secara .tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan 
c untti:k meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi 

I Desa. I 
! 

Pasal 2 
Maksud ditetapkan iPeraturan Bupati fo.i adalah sebagai pedoman bagi Perangkai 
Daerah Kabupaten f dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2024. . 

2 2. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh 
I . 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam 
. i 

memberdayakan masyarakat. 
23. Tim Pengelola Ke~atan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk 

melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana jkeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersam4 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan ditetapkandengan Peraturan Daerah. 

-5- 
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Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa 
Pasal 7 

i . . . . 

( 1 ) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
mempertimbangk~ : 
a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; I . , 
b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 
c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 
d. insentif Pelayan Masyarakat Desa; .\ 

! 
e. operasional Kelembagaan Desa; 
f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

i '. 

g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional; 
h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; . I 

i. operasional M~jelis Ta'lim; 
j. operasional Dasawisma; 

I 
k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan 
1. kegiatan lain :yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

I ! 

musyawarah Desa. 
I 

!2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 
I . 

a. imam desa dan imam masjid; 
b. pendeta; 
c. pandita; 
d. perawat Desa;' 
e. dukun terlatih; 
f. anggota LINMAS; 

I 

g. pengelola Air Bersih Desa; 
h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

I 

1. pengelola Listrik Desa; 
j. Pokja Pusat PJiayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 

! 

Desa; dan I 

k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

l ;: . 
!3) Bupati dapat m~nentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan 

Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan 
pengalokasian dba-Alokasi Dana Desa. 

! 

Bagian Kesatu 
ALO KASI DANA DESA 

!' 

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA 
I 

I 

BAB IV 

' 
Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan Pemerintah 

! :• . 

De sa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana 'ke Kas Desa dan 
cl 1 tuangkan dalam Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa I , . 
Tahun Anggaran 202fl-. ! 

I 

,. 
Pasal 6 

-6- 



Pasal 9 
r 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan 

I 
perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa. 

(2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam 
Lampiran III yangjmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

! 

• RLW : Rasio .Luas Wilayah 
• BLW : Bobot Luas Wilayah 
•JDD : Jumlah Dusun Desa 
• JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa 
• RJD : Rasio Jumlah Dusun 
• BJD : Bobot Jumlah Dusun 

= Bobot Jumlah Dusun 
JDD / JDKD =: RJD 
RJD X 60°/o = BJD 

I 

•JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa 
• RJP : Rasio Jumlah Penduduk 
• BJP : Bobot Jumlah Penduduk 
• LWD : Luas Wilayah Desa 
• LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa 

- Bobot Luas Wilayah Desa = 
LWD / LWKD + RLW 
RLW X 10% = BLW 

(61 Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada Desa 
dengan kinerja terbaik. 

\ 7! Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus: 
Bobot Jumlah Penduduk = Keterangan : 
JPD / JPKD = RJP •JPD : Jumlah Penduduk Desa 

I 

RJP X 30% = BJP 

Bagian Kedua 
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa 

Pasal 8 
, 1 l Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. alokasi Dasar; 
b. alokasi Formula; dan 

i 
c. alokasiKinerja. l 

i21 Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung 
minimal sebesar 10°/o (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi 

I 

Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada 
setiap Desa. 

13J Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 
Rp. 625.000.000,~ (eman ratus dua puluh limajuta rupiah) per Desa. 

i-+ i Alokasi Formula i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b ditetapkan 
sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milliar seratus juta rupiah) untuk Desa 
sekabupaten Bombana dengan memperhitungkan: 

I 

a. jumlah penduduk dengan bobot 30o/o (tiga puluh persen); 
b. luas wilayah D~sa dengan bobot lOo/o (sepuluh persen); dan 
c. jumlah Dusun ?engan bobot 60% (enam puluh persen). 

(SJ Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 
I 

Rp. 300.000.000,~ (tiga ratus juta rupiah). 
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I 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
I Pasal 12 

1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan 
selama dua belas lbulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi. 

I 
2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu 

. . I pertama bulan berikutnya. 
I 

, 3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Penghasilan .tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar 

Rp. 2.426.640;,- (dua juta empat ! ratus dua puluh enam ribu enam ratus 
em pat puluh rupiah}; 

b. Penghasilan t~tap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan 
sebesar Rp. 21224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat 
ratus dua pulJh rupiah); dan 

c. Penghasilan t~tap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling 
sedikit per bulan per-orang sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua 
ribu dua ratus' rupiah). 

I 
I 

Bagian Keempat 

Pasal 11 
Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud 

! 

dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut: 
! 

a penghasilan tetap: Kepala Desa dan Perangkat; 
b tunjangan Jabatah/Kedudukan Kepala Desa dan BPD; 

! 

c tambahan Pengha'.silan Pemerintah Desa dan BPD; 
i 

d biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, 
Lembaga Adat, MJjelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu; I , 

c biaya Pendataan i dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi 
i Perkembangan Desa; 

f dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa; 
I 

g biaya pembebasan lahan untuk Sar811:a Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga 
Desa; : 

h kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 
! 

beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 
pembangunan/p~ningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat 

I 
Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal SOo/o (lima puluh Persen) dari total 
anggaran kegiatan; 

" biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan 
I 

dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan 
I 

peraturan perundang-undangan. 
! 

-8- 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Alokasi Dana Desa 

: Pasal 10 
I 

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

I kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan 
I 

bencana, darurat dan' mendesak Desa. 
i 
i 
I 



Desa. 

!2) Tambahan Penghasilan sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
' . I . benkut: : 

I ,; 

a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah} perbulan; i 

. I 
b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua 

I 

ratustujuh puluh lima ribu rupiah) 'perbulan; 
I . . 

c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

d. Kepala Dusunl dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang 
! !- 

sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 
e. Pimpinan dan j Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per­ 

. orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
:3) Tambahan penghasilan sebagaimanatdimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 

apabila: ! 
I 

a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat; 
I 

b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh 
Camat;dan i 

' c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala 
I 

setiap 

Bagiari Keenam 
Tariibahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD 

I ·'. 

) Pasal 14 
Desa'. dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan 

' I 
I l ) Pemerintah 

bulan. 

Bagia.I?-. Kelima 
Tunjangan Kepala Desa dan BPD 

Pasal 13 
i 

( 1 ) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan 
I . . , 

pembayaran melalui Rekening Pribadi,' 
(2) Tunjangan sebaga'.imana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tunjangan .Jabatan Kepala Desai dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 
I . 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah} perbulan; 
. I '. 

b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar 
Rp. 1. 700:000,~ (satu juta tujuh ratl'.ts ribu rupiah}; 

c. Tunjangan Kedhdukan Wakil Ketual' Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan 
I 

paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu 
I 

rupiah}; · 
d: Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar 

. I ;. . . 
· Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

I 
! 
I 

(·~l Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak berlaku bagi: 
a. Kepala Desa d1P1 atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri 

' Sipil; dan : 
i 

b. Sekretaris Desai dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara. 

i 
I 

i 
' i 
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Bagian Kedua 
Mekanisme Penyaluran 

Pasal 17 
! l) Penyaluran Dana! Alokasi Dana Desaclari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke 

Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bombana. ! 

; 2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan 
Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan 
untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa. 

( 3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat 
masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat I .-,,, 
dan Desa dan Bapan Keuangan Daerah. 

:3_,·arat umum penyal1uran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah 
~)esa telah menetapkf111 dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut: 
r1. Peraturan Desa ! tentang Rencana · · Pembangunan Jangka Menengah Desa 

. . I 
(RPJMDes); : 

I •. • b Peraturan Desa tentang Rencana KeIJa Pemenntah Desa (RKPDesa); 
c Peraturan Desa.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan 

I . 
d Peraturan Desa j tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 

Anggaran Sebelumnya. 
1 

Persyaratah Penyaluran 
Pasal 16 

Bagian Kesatu 

BABV 
PERSYARATAN-DAN MEKANISME PENYALURAN 

I 
i 
I 
I 
' 

, _ Bagian Ketujuh 
I .!' . 

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
. Pa.Jal 15 

( I ) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per­ 
bulan per-orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 

(21 Honorarium Pembantu Tugas Umum. Desa/Operator dialokasikan paling tinggi 
I ,, 

per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
i 3 i Honorarium Im~ Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan 

. I 

Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- 
1 

(satu juta rupiah)! 
. I 

HI lnsentif anggota I+INMAS paling tinggLper-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah). 

(5l Honorarium Pela~an Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per- 
1 . 

orang sebesar Rp.! 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
(6) Jika dalam hal Pembantu Togas Umpm Desa/Operator sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ~ilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak 
diberikan. ! 

1. 7\ Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa . . 
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BAB VI 
TAHAPANPENYALURAN 

Pasal 19 · 
1 11 Penyaluran Dana; Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf a, huruf tj dan huruf c, dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada 
minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima. 

. .·. I I 

121 Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalu~ pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing - - I 

penerima penghasilan tetap dan tunjangan. 
:3) Penyaluran dan~ hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing­ 
masing. 

, -+) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf d sampai aengan huruf 1 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 

i 

sebagai berikut: • 
a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan 

! 

Maret sebesar ~5% (dua puluh lima persen); 
. ! 

b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling Iambat minggu keempat bulan 
Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

I 

c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan 
September sebesar 25o/o (dua puluh;lima persen); dan 

d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan 
Desember sebesar 25% (dua puluh iima persen). 

; S) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud 
I ': 

pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja 
. setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD. 

( 6) Dalam hal terda~at perubahan alok~si pada tahun berjalan, maka penyaluran 
Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi. 

Bagian Ketiga 
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban 

! : 
Pas.al 18 

I l J Penyampaian La'.poran Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 
setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

1. 2 l Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
. . . I . . 

(1) disampaikan fepada Camat masrr,ig-masing tembusan disampaikan kepada 
Dinas Pemberdayfan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam 
bentuk softcopy (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta 
dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah. 

I . ' 
( 3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 

I . 
Desa dengan tepat waktu sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) maka pencairan 

! ' 

Dana Alokasi Daria Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan 
Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan . I . . 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang 
I 

bersangkutan. · 
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, 1 l Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) melampirkan 
kelengkapan administrasi sebagai berikut: 

I 

a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes; 
b. Laporan KeteJangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi 

dengan berita' acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, 
dan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD); 

c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa 
yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir; 

d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana terlampir; 
e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap /Tunjangan/ 

Tambahan PJnghasilan, Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi 
Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari 

t 

sampai dengan Desember; 
I 

f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan; 
g. Foto copy buku rekening kas Desa; 
h. Foto copy S~linan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, 

I 

Perangkat Desa; dan 
I 

i. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
, I 

dan Desa Kabupaten Bombana. 
,2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a melampirkan 

kelengkapan administrasi sebagai berikut: 
a. Surat permolionan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa 

I 

yang ditujukan kepada Bupati Bombana .Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 
I 

Kabupaten Bombana; 
b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana terlampir; 
c. Rincian rencana pencairan dana; 

! 

d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan 
I 

berjalan minimal 95°/o (sembilan .puluh lima persen) dari target yang telah 
ditetapkan; 

e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir; 
f. Foto copy buku rekening kas Desa; 
g. Foto 0% (nolpersen) bagi kegiatan Infrastruktur; 

' h. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; 
i. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN /PPh) sampai dengan semester akhir 

tahun sebelumnya; 
J. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Bombana; dan 
I 

k. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada 
I 

Keputusan Bupati Bombana. 
I 

Pasal 20 

, 7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/ atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi 
Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat 
diperhitungkan d1lam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya. 

I 
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(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b melampirkan 

I 
kelengkapan adntlnistrasi sebagai berikut: ,. 

I ; 
, a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa 

yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 
. . . I 
Kabupaten Bombana 

' 
b. Surat pernyataan tanggung jawab'rnutlak sebagaimana terlampir; 
c. Rincianrencana pencairandana; : 

I ' . 
d. Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan 

berjalan minimal 95o/o (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah 
ditetapkan; ! . 

e. Berita Acara tJasil Verifikasi dari Kecamatan.sebagaimana terlampir; 
I 

f. Foto copy bu1fu rekening kas Desa; 
g. Bukti pernbayaran Pajak belanja (PPN/PPh); 

I . i . . 

h. La po ran kemajuan pekerjaan bagi kegiatan 'infrastruktur; 
I . . .. 

1. Dokumen~si/ kegiatan 0°/o, 50% ~an 100% dengan pengambilan gambar dari 
titik posisi yang sama; · 

J. Desain dan R~ncana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; 
k. Surat Reko~endasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

. KabupatenBombana; dan · 
' ·. 1. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada 

Keputusan Bhpati Bombana. i .· · • 
I . 

( 4) Penyaluran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 4) huruf c melampirkan 
. - I . •· . 

kelengkapan administrasi sebagai berikut: .. 
. · .. ·- - ! i7 

a. · Surat permohonan pencairan dana yang. ditandatangani oleh Kepala Desa 
yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana; ,, . 

I . , .. 
b. Surat pernyataan tanggungjawab,:mutlaksebagaimana terlampir; 

.. I . . ' .. 
c .• Rincianrencana pencairan dana;:, ., ... · 
d. · Laporan realisasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan 

I · [. - .: . 

berjalan minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target yang telah l j' . : •.• - . 

ditetapkan; . I · 
e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir; I . . ; 

· f. Foto copy buku rekening kas Desa; . · . 
. I . 1 

g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh); 
·· ·h. .Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiataninfrastruktur; 

I .:• 

1. Dokumentas~ kegiatan 0%, 50°/o dan 100% dengan pengambilan gambar dari 
. -: titik posisi yang sama; · 

I '. . 
j. Desain dan Rencana Anggaran Bia ya bagi kegiatan Infrastruktur; dan 
k. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada 

I ' Keputusan Bupati Bombana. 
(5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d melampirkan 

kelengkapan adrilinistrasi sebagai berikut: 
[ ;, 

a. -Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa 
yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 

. . • I 
Kabupaten Bombana; 

b. Surat pemy~taan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir; 
c. Rincian rencana pencairan dana; ··, 

I 
! 
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i 
I Pasal 22 
I 

( l) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan 
dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut: 

I 
a. camat; 1 

b. sekretaris camat; 
! 

c. kepala seksi pemerintahan; 

( l) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
I , 

(2l Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melaksanakanl sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana 

I . 

Desa; 
b. pengkajian dan penyusunan peraturan -tentang pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa; 
c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat 

! 

dan/ atau pihak lain; 
d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

Alokasi Dana Desa; 
e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan 

I . 

keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan 
f. memberikan laporan kepada Bupati. 

I 
I 
I 

Pasal 21 

d. Laporan realf sasi capaian pelaksanaan Posyandu sampai dengan bulan 
berjalan minimal 95% (sembilan .puluh lima persen) dari target yang telah 

I 
ditetapkan; I 

e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir; 
I . . 

f. Foto copy buku rekening kas Desa; 
I 

g. telah mengisi' data profile Desa secara Online sebesar lOOo/o dan dilengkapi 
I . 

dengan softcopy; 
h. telah mengisil data tingkat Perkembangan Desa secara Online sebesar 100% 

I 
dan. dilengkapi dengan softcopy; 

1. telah mengisi' data Aset Desa Triwulan Keempat Tahun sebelumnya sampai 
dengan Triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan 
dilengkapi dengan softcopy ; 

I 

j. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; 
k. Dokumentasi.kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar 

dari titik posisi yang sama; 
I. Desain dan R6ncana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; 

I 

m. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh); 
n. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100%; dan 

I 

o. Laporan realisasi capaian sebagaimana dimaksud huruf d mengacu pada 
Keputusan B~pati Bombana. 

(6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (5) terdapat dalam Lampiran Iljyang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

! 
i 
I 
I BAB VII 
' i ' 

TIM ASISTENSI 1TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN 
i KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN 
i 
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BAB VIII 
/ SANKS I PENUNDAAN PENY ALURAN DANA 

ALO KASI DANA DESA 
Pasal 23 

,_ 1 ) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal : 
a. Kepala Desa ftidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 

berjalan kepa?a Bu pati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Alokasi Dana !Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; 

b. terdapat SiL~A lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu 
meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan 

c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. 
(2) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV 

apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan 
sebelumnya. ' 

d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; 
I 

e. supervisor siskeudes; dan 
i 

f. fungsi lain yang terkait. 
2 l Tim .asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas : 

a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana 
! Desa; , i 

b. melakukan pembinaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa; 
c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

I 

perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, 
. i 

dan pertanggu1;1gjawaban pelaporan APBDesa; 
d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa; 
e. menyampaikari usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil 

pemantauan clan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi . Dana Desa tidak 
sesuai denganl persyaratan penyaluran dan/ atau tidak sesuai dengan laporan 
realisasi angaran; dan 

I 

· f. memberikan l~poran rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat 
Kabupaten. ! 

(3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi 
atas dokumerr/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima 
dokumerr/berkaa dari pemerintah Desa. . . I . 

t 4) Dalam hal hasil f evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 l 
belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi 

. I '. 
dan Camat_ dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas terse but 
dan telah layak /untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa 
Kabupaten Bombana. 

! 
' 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 

I 

Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

1 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus 
dipublikasikan baik! dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa 

l 
dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam 

• i mengawasi pelaksanaannya. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 25 
( 1 ) Pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan 

I 

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat. 
(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan 

I pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati. 
13) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan 

i 

terhadap Alokasi Dana Desa atas sepengetahuan Bupati. 

pemantauan dan' evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa . 
I 

14) Pembinaan Desai dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri 
dari lintas Perangkat Daerah kabupaten. 

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan kc 
Bupati minimal. t (satu) kali dalam triwulan. 

i3) Kegiatan pembinaan dapat berupa: Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 24 
! 1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan 

I 

pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa. 
(2) Pembinaan, pem~ntauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari 

Camat sampai kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang, 
I 

-16- 
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' Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, Li JA-~·h>i'lf 1 2024 , 
$EKRETARIS DAER~H KABUPATEN BOMBANA, 
\ ; \ . 

\\HI 
--Mi<:N ARFA 
BERITA RAH ~BUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR} 

I 

EDY SUHARMANTO 

2024 
Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, ~ JA"'""f-' 

F 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

I 

Bupati ini dengan pep-empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 
I 
j 

Pasal 28 

-17- 



i 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 
I 

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan.Perangkat Desa; 
b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 

I 

c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 
' i . d. Insentif Pelayan Masyarakat Desa; ' 

I 

e. Operasional Kelernbagaan Desa; 
; j .. • 

f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemenntah Desa; 
,· I ,, 

g. Operasional pemerintah Desa, meliputi: 
(1) Belanja Barang dan Jasa, 
(2) Perjalanan] Dinas, dan . 

I 

(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. 
I 

h. Operasional BPD, meliputi: 
i 

(1) Belanja Barang dan Jasa; 
.· . I 

(~) PerjalananJ Dinas; dan : 
(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. i . 

1. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 
J. Penetapan da4 Penegasan Batas D~sa meliputi : 

( 1) Survey batas desa, · 
(2) Pembangunan Gapura, dan 

I 

(3) Pernbuatan Peta Desa, dll. 
I 

k. Pendataan Profil Desa; 
I 1. Pendataan Aset Desa; 

. I 

m. Penyelenggaraan musyawarah Desa : 
I 

( 1) .Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa, 
. .. I .. 
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, 
(3) -Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa. 

n. Pengelolaan iriformasi Desa : . 
{ 1) Pembuatah dan pengelolaan Website Desa, 

. ! I . 

(2) Lain-lain !kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

I 

o. Penyelenggar4an Perencanaan Desa : 
(1) Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDeski); 
I " 

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 
. ! 

DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 
i 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR .3 TAHUN 2024 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI 
DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

-18- 



1. Penyediaan ~perasional PKK; 
J. Penyediaan operasional Majelis Taklim; 
k. Penyediaan ~perasional Dasawisma; 
I. Penyediaan qperasional LPM; 
m. Penyediaan ;Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam 

I 
Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer .Taman 

I . ' 
Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan 

I 

pelayan rnasyarakat lainnya; dan 

Desa; 
g. Melestarikan] dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 
h. Penyediaan operasional kelembagaan Desa; 

l 

e. Pembangunan Deucker; 
. ! 

f. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes; 
l ' 

g. Pembangunan Gedung Posyandu; 
h. Pembuatan sumur Bor I Gali; 
1. .Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa; 

' I . 
J. Pengadaan t~ngki air bersih; · 
k. Pengadaan pupuk organik; 

! ' 1. . Pelaksanaan j Pembangunan Infrastruktur · Desa bersifat Padat Karya dengan 
Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan 

I 

m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan 
i peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

. " I ' . 

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa: 
. I 

a. Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 
b. Perlindungari sosial bagi pekerja rentan/miskin; 

. i c. Pembinaan keagamaan; 
I 

d. Pembinaan p;emuda dan olah raga; 
e. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat; 
f. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat 

I 

serta sesuai 

p. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 
(1) Rapat rutin; 

I 

(2) Monitoring! dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan. 
q. Pembangunanl sarana dan prasarana kantor Desa: 

(1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa; 
I ,, . . 

(2) Perneliharaan bangunan kantor' Desa; · 
(3) Pembangunan WC kantor Desa; 

: 
(4) Pembangunan gedungkantor Desa; ·. - I , - . 
(5) Sarana int~rrtet kantor Desa; 
(6) Pembangunan balai Desa; 
(7) 
(8) 
(9) 

Listrik kantor Desa; 
. I 

Rehab kantor Desa; dan 
: 

Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

·. I • 
2. Bidang pelaksanflan pembangunan Desa: 

a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 
b .. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 
c. Jalan rabat tleton; 

I 
d. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman; 

19- 
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5 
4 
3 

EDY SUHARMANTO 

2 

NO UNIT/. ATUAN KERJA PA AF 
1 

PARAF KOORDINASI 

n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan 
! 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 

i 
a. penguatan ke~anan pangan nabati dan hewani; 
b. Pelatihan/Birhtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa, diantaranya: 

1) Pelatihan [ tata cara penginputan data Profil Desa Online melalui 
http: //prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id 

I 

2) Pelatihan i tata cara penginputan data Aset Desa Online melalui 
https: / / si'pades-binapemdes.kemendagri.go.id 

3) Pelatihan itata cara penginputan data Tingkat Perkembangan Desa Online 
melalui http: //epdeskel.kemendagri.go.id 

4) Pelatihan I tata cara penginputan Sistim Keuangan Desa (SisKeuDes) 
Online; 1 

5) Lain-lain [kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

! 

c. Studi perban1ingan/Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa; 
d. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK; 
e. Studi perbandingan/Studi tiru Pemerintah Desa; dan 

I 

f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan 
! 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
,J Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

a. Kegiatan Perninggulanan Bencana; 
I 

b. Penanganan Keadaan Darurat; dan 
! 

c. Penanganan Keadaan Mendesak. 

-20- 



1 embusan Yth: 
Bupati Bombana (sebagai laporan); 
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana; 
! nspektur Daerah Kabupaten Bombana; 

I 

..; Camat Kabupaten Bombana; 
I 

Arsip, I 

ttd/stempel 

Kepala Desa , 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor .. ... Tahun 20... ten tang Pedoman 
Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 
202x, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan .... 
Tahun Anggaran 202x sebesar Rp ,- ( terbilang ). 

Sebagai :bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut : 
1. Rekon:iendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan; 

I 

2. Dokumen RPJMDes; 
3. Dokumen RKPDes TA 202x (soft copy); 
4. Dokumen APBDesa TA 202x (soft copy); 
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy); 
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat; 
7. Rinciab. Anggaran Triwulan I s.d IV; 
8. Rinciab. Anggaran Triwulan ini; 
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan 
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy). 

I 11. @iesuaikan dengan syarat untulc tiap penyaluran. 
! 

........... , 202x 
Kepada 

Yth. Bapak Bupati Bombana 
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah 
Di- 

Rumbia 

..................... 202x 
1 (satu) berkas 

I 

Permohonan Penyaluran Dana Alokasi 
Dana DesaTriwulan .... Tahun Anggaran 
202x 

Nornor 
l.ampiran 
l't-r1hal 

Alamat : No Tip./Fax. Kode Pos .. 
KABUPATENBOMBANA 

KECAMATAN . 
PEMERINTAII DESA 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Contoh Format Sprat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten.Bombana. 

CONTOH FORMAT 

LAMPIRANII 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR 3 TAHUN 2024 
TENT ANG 
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI 
DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

-21- 



ttd/ stempel Materai 
10000 

Kepala Des a . 
Yang Membuat Pemyataan 

.............. , 202x 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta 
t 1 ntuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

! 

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga 
kemudian menimbulkk kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkai 1 

I 
kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Dengan ini menya~an bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan .... 
'lahun Anggaran 202x sebesar Rp ••••••••••.•••••••••• ( terbilang }, akan 

I 

rnenggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan 
I 

Hupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 
diubah .dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta 
Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202x tentang Pedoman Pengalokasian dan 
Pelaksanaan Alokasi D~a Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 202x; 

• J a batan : KepalaDesa . 
Hertindak an.: Pemerintah Desa . 
Alamat : Desa .!.. . 

. ' ........................ 
I 

Nama 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

KABUPATEN BOMBANA 
Aldmat : No 11.p./ Fax. Kode Pos .. .. . .. . 

~C:J\lv!J\.'I'AN •••...•...•..••..• 
PEMERINTAH DESA . 

2. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 

-22- 
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seperlunya. 

No Nama I ~IP Jabatan Tanda Tangan 
·-·"· 

1. Camat ..... 1. .............. 
2. Sek cam 2. . ............. 
3. ! KasiPMD 3. . ............. 

Demikian Berita Acara I Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bah an 

Herdasarkan hasil verifi~asi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana 
I 

: iesa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami 
menandatangani berita acara verifikasi. 

I 
Hasil 

Veriiikasi 
No. Uraian Dokumen Ket. 

Ada Tidak 
Ada 

1 Dokumen RKPDesa Tahun 202x . 
2 Dokumen APBDesa TA. 202x 
3 Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD 

,--- 
4 Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 202x 

>· 

5 Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD 
>· 

6 Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD 
dst, ; 

, .okumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut: 
( terbilang ). 

l'ada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh .. 
»ertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan 
permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Kepala] Desa, Perangkat Desa f dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh 

............ Desa J.. Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp ,- 

202x Nomor: 
BERITA ACARA VERIFIKASI 

Jln No Tlp./Fax Kode Pos 93771 
~~~j\JV(l\.'I'~ •••.••.....•.............•...•.•......•.....•. 

t PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

r . Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan dari Kecamatan. 

-26- 
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5 

EDY SUHARMANTO , 4 
3 - 2 

NO 
Pj. BUPATI BOMBANA, 

1 

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan 
seperlunya. 

- Nama / ,NIP ' No Jabatan Tanda Tangan 
1. ' Camat ..... 1. 

I 
' I 
! .............. 

'2. 
' I Sek cam " 2. i ' 

.............. 
3. I Kasi PMD 3. I 

; .............. 
, __ 

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dann 
I ' Desa (ADD) Belanja i Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 202x, dan kami 

menandatangani berita' acara verifikasi. 

: Hasil : 

Uraian Dokumen Verifikasi No. Ket. 
Ada Tidak 

' 
Ada ! 

1. SPJ sampai dengan ................... ; ! 

2. Surat Permohonan Pencairan Dana; ! 
,, 

' 3. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa; i 

4. Laporan kemajuan pekcrjaan bagikegiatan infrastruktur; 1 
5. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%; ,, i 

6. Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur; 
~ 

i 
7. Desain dan RAB luntuk Kegiatan Insfrastruktur. ! 

dst. @J;esuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran. 
-~ 

! 
' 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat 
I , 

di Kantor Kecamatan .: Kabupaten Bombana telah dilalrukan verifikasi usulan permohonan 
penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tri~lan Tahun Anggaran 202x kepada Desa , 
Kccamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp ,- ( terbilang •••••• ). 
uokumen persyaratan yang diverifikasi.adalah sebagai berikut: 

202x Nomor: 
BERITA ACARA VERIFIKASI 

. ; 
! 

Jln. No Tlp.Z Fax: Kode Pos 93771 
KECAI\IA TAN . ! , I 

I 
i 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

8. 'Contoh Format/ Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, 
Operasinal dan lain-lain dari Kecamatan. 

' ' 

-27- 
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